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ABSTRAK
Pelaksanaan Larangan Pemilikan Tanah Pertanian Secara Absentee 

(Studi Kasus di Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul)
Kabupaten Bantul merupakan wilayah yang memiliki luas wilayah 506,85 

km2, dengan jumlah penduduk 921.263 jiwa. Bantul termasuk salah satu wilayah 
yang memiliki tanah pertanian paling subur daerah pertaniannya khususnya tanah 
sawahnya. Dengan kondisi wilayah yang demikian itu, maka masyarakat 
Kabupaten Bantul umumnya menjadi petani, baik sebagai pemilik maupun 
sebagai petani penggarap. Dengan meningkatnya laju pertumbuhan penduduk dan 
permintaan lahan pemukiman menyebabkan degradasi lahan pertanian yang 
sangat pesat. Berdasarkan informasi menyebutkan bahwa kepemilikan tanah 
pertanian secara absentee di Kabupaten Bantul sering terjadi di tiap tahunnya
absentee baik yang dimiliki  oleh warga masyarakat biasa maupun para Pegawai 
Negeri Sipil. Dari seluruh tanah absentee tersebut, ada yang masih tetap dimiliki
pemiliknya, ada yang sudah diredistribusi dan ada juga yang ditelantarkan begitu
saja. Dan kepemilikan tanah pertanian secara absentee di Kabupaten Bantul sering 
terjadi di tiap tahunnya.  

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah field research, yaitu 
dengan melakukan penggalian data atau melalui wawancara dengan informan dari 
instansi terkait di Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul, serta melalui 
pengumpulan data dokumen dari instansi terkait pula. Pendekatan penelitian 
dalam permasalahan ini menggunakan metode yuridif-empiris yaitu dengan 
menekankan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta norma-
norma hukum yang relevan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini yaitu bahwa pelaksanaan mengenai 
larangan pemilikan tanah pertanian secara absentee memang sudah sesuai dengan 
aturan yang ada. Akan tetapi, penerapannya  tidak efektif lagi untuk dilaksanakan. 
Karena dengan berbagai pertimbangan diantaranya, pertama terkait tidak adanya 
database yang ada pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul dikarenakan sudah 
tidak berlaku lagi yang disebabkan oleh perkembangan zaman. Kedua, kurangnya 
sosialisasi atau penyuluhan-penyuluhan dari Kantor Pertanahan Bantul ke 
masyarakat masih sangat minim karena masalah keterbatasan biaya. Ketiga,
kurangnya perhatian dari Badan Pertanahan Nasional maupun Kantor Pertanahan 
Nasional kabupaten Bantul atas pemasalahan tanah yang timbul di tiap wilayah 
serta ketidaktahuan para pegawai yang bersangkutan tentang kondisi tanah apalagi 
perkembangan tanah pertanian absentee di kabupaten Bantul.

Kata Kunci: Pemilikan tanah, Absentee (Guntai)
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MOTTO

“APABILA SHOLAT TELAH 

DILAKSANAKAN, MAKA 

BERTEBARANLAH KAMU DI MUKA 

BUMI. CARILAH KARUNIA ALLAH DAN 

INGATLAH ALLAH BANYAK-BANYAK 

AGAR KAMU BERUNTUNG”

Qs. Al-Jumuah “10”

“TIDAK ADA DAYA DAN UPAYA 

MELAINKAN SEMUANYA ATAS KUASA 

DAN PERTOLONGAN ALLAH”
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara agraris dimana penduduknya sebagian 

besar bermata pencaharian dibidang pertanian (agraris) baik sebagai petani 

pemilik tanah, petani penggarap tanah maupun sebagai buruh tani. Oleh 

karena itu tanah sebagai tempat berusaha merupakan faktor yang sangat 

penting bagi kelangsungan hidup masyarakat. Setiap orang membutuhkan 

tanah karena tidak ada aktifitas atau kegiatan orang yang tidak membutuhkan 

tanah.1 Pentingnya arti tanah bagi kehidupan manusia ialah karena manusia itu 

sama sekali tidak dapat dipisahkan dari tanah. Mereka hidup di atas tanah dan 

memperoleh bahan pangan dengan cara mendayagunakan tanah.2

Tanah merupakan sumber daya yang penting bagi masyarakat, 

khususnya petani. Petani yang memerlukan tanah pertanian sebagai sarana 

mempertinggi produksi pertanian dan upaya bertahan hidup. Tanah pertanian 

sangat penting nilainya dalam suatu bangsa, karena sebagai salah satu 

penopang ketahanan pangan disuatu negara. Tanah juga sebagai salah satu 

faktor produksi yang sangat vital bagi kehidupan manusia dan pembangunan 

suatu bangsa. Karena pentingnya tanah per tanian, maka tanah pertanian perlu 

                                                          
1  Tampil Anshari Siregar, Mempertahankan Hak Atas Tanah, (Medan: Multi Grafik Medan, 

2005), hlm. 2. 
2  G. Kartasapoetra, dkk, Hukum Tanah Jaminan UUPA Bagi Keberhasilan Pendayagunaan 

Tanah, (Jakarta: Bina Aksara, 1985), hlm. 1. 
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diatur keberadaannya agar tidak  dikuasai secara besar-besaran oleh sebagian 

pihak  saja.  

Indonesia sendiri telah memiliki ketentuan khusus yang mengatur 

tentang pertanahan yaitu dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang 

Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang untuk selanjutnya disebut UUPA, 

dan mulai berlaku sejak tanggal 24 September 1960. 

Arti penting tanah dapat dilihat dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-

Undang Dasar 1945 yang menyatakan “Bumi, air dan kekayaan alam yang 

terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk 

sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” Jelas, bahwa tanah sebagai tempat 

berusaha, yang merupakan bagian dari permukaan bumi harus dipergunakan 

sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Tanah pertanian berhubungan erat dengan landreform. Landreform 

merupakan pengaturan mengenai pemilikan tanah pertanian dengan manusia. 

Program Landreform di Indonesia meliputi:

1. Pembatasan luas maksimum penguasaan tanah.

2. Larangan pemilikan tanah secara absentee/ guntai.

3. Redistribusi tanah-tanah yang selebihnya dari batas maksimum, tanah-

tanah yang terkena larangan absentee/ guntai, tanah-tanah bekas Swapraja 

dari tanah-tanah Negara.

4. Pengaturan soal pengembalian dan penebusan tanah-tanah pertanian yang 

digadaikan.
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5. Pengaturan kembali perjanjian bagi hasil tanah petanian.

6. Penetapan luas maksimum pemilikan tanah pertanian, disertai larangan 

untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang mengakibatkan pemecahan 

pemilikan tanah-tanah pertanian menjadi bagian yang terlampau kecil.  

Pengaruh “Landreform” dan pertanian secara timbal balik, adalah 

jelas, karena salah satu tujuan “Landreform” adalah peningkatan 

produktifitas. Dengan pemilikan tanah yang luasnya melampaui batas 

kemampuan untuk digarap, akhirnya akan mengakibatkan produktifitas 

menjadi rendah. Lebih-lebih apabila pemiliknya adalah “absentee landlors”

(tuan tanah), yang tidak menggarap sendiri tanah miliknya, tetapi penjagaan 

dan pengelolaannya diserahkan kepada orang-orang yang tinggal di daerah 

itu. 

Dasar hukum dari pada larangan kepemilikan tanah secara absentee ini 

adalah Pasal 10 Ayat (1) UUPA, yaitu setiap orang yang mempunyai sesuatu 

hak atas tanah pertanian pada dasarnya diwajibkan mengerjakan atau 

mengusahakannya sendiri secara aktif, dengan mencegah cara-cara 

pemerasan.

Pemilikan tanah pertanian secara Absentee, secara tegas dilarang oleh 

UUPA. Larangan ini berkaitan dengan ketentuan-ketentuan pokok 

Landreform yang diatur dalam Pasal 7, 10 dan Pasal 17 UUPA. Maksud dari 

larangan pemilikan tanah secara absentee ini adalah agar petani bisa aktif dan 

efektif dalam mengerjakan tanah pertanian miliknya, sehingga 
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produktifitasnya bisa tinggi dan melenyapkan pegumpulan tanah di tangan 

segelintir tanah-tuan tanah. 

Seperti di Kabupaten Bantul misalnya, sebuah Kabupaten yang terdiri 

dari 17 Kecamatan. Berdasarkan informasi dari beberapa kalangan masyarakat

bahwa banyak terdapat tanah  absentee baik yang dimiliki  oleh warga 

masyarakat biasa maupun para Pegawai Negeri Sipil. Dari seluruh tanah 

absentee tersebut, ada yang masih tetap dimiliki pemiliknya, ada yang sudah 

diredistribusi dan ada juga yang ditelantarkan begitu saja. Dari uraian tersebut 

terlihat adanya suatu kesenjangan antara tujuan yang ingin dicapai dengan 

kenyataan yang ada di lapangan.

Luas area persawahan yang ada di Kabupaten Bantul seluas 16.036 

hektar yang merupakan jumlah dari 17 Kecamatan. Dari 17 Kecamatan 

tersebut tercatat bahwa terdapat tiga Kecamatan yang memiliki tingkat 

kepadatan penduduk relatif tinggi yaitu Kecamatan Kasihan dengan jumlah 

penduduk 112.708 jiwa (kepadatan 150 hektar), Banguntapan dengan jumlah 

penduduk 112.510 jiwa (kepadatan 100 hektar), dan Sewon dengan jumlah 

penduduk 105.701 jiwa (kepadatan 83 hektar).3 Dari data diatas, ketiga 

Kecamatan tersebut adalah wilayah yang memiliki permintaan lahan 

pemukiman yang relatif tinggi. Salah satu faktor peningkatan kepadatan 

penduduk adalah letak geografis ketiga wilayah tersebut yang dekat dengan 

                                                          
3  http://www.bantulkab.go.id/datapokok/0502_kepadatan_penduduk_agraris.html di akses 

tanggal 05-02-2016 jam 23:30.
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pusat perkotaan dan banyaknya lahan pertanian sehingga berpotensi terhadap 

pemanfaatan ataupun peralihan pemilikan hak atas tanah.

Dalam kenyataannya, sekalipun larangan ini masih berlaku, pemilikan 

dan/atau penguasaan tanah pertananian secara absentee juga banyak dijumpai 

sampai sekarang di Kabupaten Bantul. Apalagi Kabupaten Bantul termasuk

salah satu Kabupaten yang bisa di bilang paling subur daerah pertaniannya 

khususnya tanah sawahnya. 

Pemilikan tanah pertanian secara absentee di Kabupaten Bantul 

menjadi suatu permasalahan sosial karena Bantul memiliki tanah yang subur 

dan masyarakat yang mayoritas sebagai petani yang harus mengikuti arus 

perekonomian yang menuntut adanya pelaksanaan larangan pemilkan tanah 

pertanian secara absentee.  Penyusutan  hasil pertanian di Kabupaten Bantul 

dapat dilihat dari data yang didapat melalui pengkajian terhadap laporan 

tahunan Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bantul, bahwa 

penyusutan lahan dapat dilihat bahwa pada tahun 2005 tanah sawah di Bantul 

seluas 15.991 ha, Tahun 2006 seluas 15.945 ha, Tahun 2007 seluas 15.945 ha, 

Tahun 2009 seluas 15.569 ha, Tahun 2010 seluas 15.465 ha, dan Tahun 2011 

seluas  15.452 ha.4

                                                          
4  Dilihat dari Laporan Tahunan Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bantul dari Tahun 

2005-2011.
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Kondisi wilayah yang demikian itu, maka masyarakat Kabupaten 

Bantul umumnya menjadi petani, baik sebagai pemilik maupun sebagai petani 

penggarap. Namun dengan keberhasilan pembangunan di segala bidang antara 

lain adanya kemudahan transportasi dan pendidikan, menyebabkan terjadinya 

perubahan pola pikir kehidupan masyarakat setempat dan kebiasaan dalam 

tata cara memenuhi kehidupan sehari-hari yang berkaitan denga pertanian.

Dengan meningkatnya laju pertumbuhan penduduk dan permintaan 

lahan pemukiman menyebabkan degradasi lahan pertanian yang sangat pesat. 

Tidak terkecuali pada daerah Kabupaten Bantul. Dari data yang didapatkan 

bahwa Kabupaten Bantul memiliki luas wilayah sekitar 506,85 km2.5

Sedangkan jumlah penduduk Kabupaten Bantul adalah 921.263 jiwa.6

Sebagaimana telah dijelaskan di atas, bahwa meskipun pemilikan 

tanah pertanian secara absentee dilarang, tetapi sampai saat ini, berdasarkan 

hasil penelitian penulis di lapangan, masih dijumpai adanya pemilikan tanah 

pertanian secara absentee di Kabupaten Bantul. Hal ini dapat ditunjukkan 

pada bukti tempat tinggal/domisili  pemilik tersebut adalah di luar Kecamatan 

tetapi pada kenyataannya memiliki tanah pertanian di Kecamatan tersebut.

                                                          
5 Idham Samawi, Membangun Bantul di Era Otonomi, (Yogyakarta: Soerat  Emas, 2003), 

hlm. 151. 
6http://www.bantulkab.go.id/datapokok/0501_Kepadatan _Penduduk_geografis.html di akses 

pada tanggal 05-02-2016 jam 23:55
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Berdasarkan latar belakang diatas maka mendorong penyusun tertarik 

untuk melakukan penelitian serta menuangkan dalam bentuk skripsi dengan 

berjudul : Pelaksanaan Larangan Pemilikan Tanah Pertanian Secara Absentee

(Studi kasus di Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul). 

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan maka 

dirumuskan masalah yaitu bagaimanakah pelaksanaan larangan pemilikan 

tanah pertanian secara absentee di Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang akan dicapai 

dalam penyusunan skripsi ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah 

pelaksanaan larangan pemilikan tanah pertanian secara absentee di Kantor 

Pertanahan Kabupaten Bantul?  

2. Kegunaan Penelitian

a. Dari segi teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

sumbangan pemikiran bagi perkembangan hukum pertanahan 

khususnya mengenai larangan pemilikan tanah pertanian secara 

absentee. 

b. Dari segi praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

masukan bagi para praktisi maupun bagi para pihak mengenai larangan 

kepemilikan tanah pertanian secara absentee. 
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D. Telaah Pustaka

Dari beberapa penelitian dan pembahasan terdahulu yang telah 

ditelusuri oleh penulis, ternyata tidak diketemukan hal-hal yang konkrit 

membahas atau meneliti apa yang dibahas dan diteliti oleh penyusun. Terkait 

kualitas penelitian, maka penyusun kiranya menghindari plagiasi dan 

duplikasi penulisan data dengan cara menyertakan sumber-sumber penulisan. 

Oleh sebab itu, penyusun akan menampilkan beberapa karya yang berkaitan 

dengan tema yang diangkat oleh penyusun. Adapun beberapa karya ilmiah 

yaitu sebagai berikut:

Skripsi Putri Dresthiana Werdoyo, Fakultas Syariah Dan Hukum 

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berjudul” 

Pelaksanaan Alih Fungsi Tanah Pertanian Menjadi Perumahan di PEMDA 

Bantul” menjelaskan bahwa prosedur pada alih fungsi tanah pertanian yang 

dilakukan oleh developer telah sesuai dengan SOP yang digunakan, 

sedangakn pada alih fungsi tanah pertanian yang dilakukan oleh perorangan 

masih banyak terdapat alih fungsi yang dilakukan tanpa melewati prosedur 

sudah berdasarkan prosedur yang seharusnya.7

Skripsi Yunita Nurchanah, Fakultas Syariah Dan Hukum Uinversitas 

Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta berjudul “Pembatasan Kepemilikan 

Tanah Dalam UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-

                                                          
7  Putri Dresthiana Werdoyo, ” Pelaksanaan Alih Fungsi Tanah Pertanian Menjadi Perumahan 

di PEMDA Bantul” Skripsi, Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga 
Yogyakarta, 2014.
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pokok Agraria Ditinjau Dari Maqasid Asy-Syari’ah” menjelaskan bahwa 

pembatasan kepemilikan tanah dalam UUPA itu sejalan dengan muqadhid 

syariah, yang mana tujuan pembatasan kepemilkan tanah ini pada dasarnya 

adalah sebesar-besarnya untuk kesehjateraan dan kemakmuran rakyat. Dalam 

pembatasan kepemilikan tanah ini kemaslahatan yang dipelihara adalah untuk 

memelihara harta dan untuk memelihara jiwa yang sesuai dengan tujuan 

muqashid syariah.8

Skripsi Artha Rumondang Siburian, Fakultas Hukum Universitas 

Sumatera Utara Medan yang berjudul “Eksistensi Larangan Kepemilikan 

Tanah Secara Latifundia & Absentee (Guntai) Studi di Kantor Pertanahan 

Kabupaten Deli Serdang” memaparkan bahwa Kantor Pertanahan Kabupaten 

Deli Serdang hanya sekedar dalam memberikan konstribusi terhadap larangan 

kepemilikan tanah secara latifundia dan absentee (guntai) dengan 

memberikan penyuluhan kepada masyarakat akan pentingnya pendaftaran 

tanah yang efektif dan efisien sebagai upaya dalam memberikan jaminan 

kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah.9

Tesis Lucky Ratna Marethasanti, Fakultas Hukum Atma Jaya 

Yogyakarta berjudul “Pemilikan Tanah  Absentee Di Kabupaten Daerah 

Tingkat II Klaten Sleman ” menjelaskan bahwa Pemilikan tanah  absentee di 
                                                          

8  Yunita Nurchanah, “Pembatasan Kepemilikan Tanah Dalam UU Nomor 5 Tahun 1960 
tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria Ditinjau Dari Maqasid Asy-Syari’ah”,  Skripsi, Fakultas 
Syariah Dan Hukum Uinversitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013.

9 Artha Rumondang Siburian, “Eksistensi Larangan Kepemilikan Tanah Secara Latifundia & 
Absentee (Guntai) Studi di Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang”, Skripsi, Fakultas Hukum 
Universitas Sumatera Utara Medan, 2009. 
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Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman terjadi karena jual beli dan karena 

pewarisan.10

Jurnal Susi Margareta, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya 

Yogyakarta yang berjudul “Pelaksanaan Pemilikan Tanah Secara Absentee 

Oleh Pegawai Negeri Sipil Dengan Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 

4 Tahun 1977 Di Kecamatan Dusun Tengah Kabupaten Barito Timur Provinsi 

Kalimantan Tengah” memaparkan bahwa Pelaksanaan pemilikan tanah secara  

absentee oleh PNS di  Kecamatan Dusun Tengan  Kabupaten Barito Timur  

Provinsi Kalimantan Tengah ada yang sesuai dan tidak sesuai dengan Pasal 6 

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1977.11

Perbedaan skripsi penyusun dengan beberapa peneliti di atas terdapat 

pada obyek penelitian dan kajian data yang berbeda, sehingga hasil dan 

kesimpulan yang akan didapatkan akan berbeda. Dalam skripsi ini 

permasalahan hukum yang penyusun teliti yaitu bagaimanah pelaksanaan 

larangan pemilikan tanah pertanian secara absentee di Kantor Pertanahan 

Kabupaten Bantul yang berlaku selama ini apakah sudah sesuai dengan aturan 

yang berlaku di Kabupaten Bantul.

                                                          
10  Lucky Ratna Marethasanti, “Pemilikan Tanah  Absentee Di Kabupaten Daerah Tingkat II 

Klaten Sleman ”, Tesis, Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta, 2009.
11  Susi Margareta, “Pelaksanaan Pemilikan Tanah Secara Absentee Oleh Pegawai Negeri 

Sipil Dengan Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1977 Di Kecamatan Dusun Tengah 
Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah”, Jurnal, Fakultas Hukum Universitas Atma 
Jaya Yogyakarta, 2013.
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E. Kerangka Teoretik

1. Teori Penatagunan Tanah

Kemunculan UUPA setelah Indonesia merdeka merupakan wujud 

untuk memabangun masyarakat yang adil dan makmur sesuai dengan cita-

cita bangsa Indonesia yaitu mewujudkan kesehjateraan rakyat. UUPA 

sendiri terdiri dari lima bagian, yaitu pertama mengenai Undang-Undang 

tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria, kedua tentang ketentuan 

konversi, ketiga tentang perubahan susunan pemerintahan desa untuk 

menyelenggarakan perombakan hukum agraria menurut UUPA akan 

diatur tersendiri, keempat tentang hak-hak wewenang Swapraja hapus dan 

beralih kepada Negara, dan kelima tentang sebutan Undang-Undang 

Pokok Agraria. 

Sedangkan dasar-dasar dan ketentuan pokok UU Nomor 5 Tahun 1960 

tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria adalah sebagai beikut:

1. Bumi, air dan ruang angkasa adalah kekayaan nasional  (Pasal 1 Ayat 

(2)

2. Bumi, air dan ruang angkasa dikuasai oleh Negara sebagai organisasi 

kekuasaan seluruh rakyat (Pasal 2 Ayat (1). Dalam hal ini hak 

menguasai Negara memberi wewenang untuk:

a. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukkan, penggunaan, 

persediaan, dan pemeliharaan bumi , air, dan ruang angkasa;
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b. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara 

orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa;

c. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara 

orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai 

bumi, air, dan ruang angkasa.

Dari ketiga wewenang tersebut dapat disimpulkan bahwa hukum 

agraris Indonesia mengandung unsur-unsur hukum benda dan 

hukum perikatan.

3. Hukum agraria Indonesia adalah hukum adat (Pasal 5) 

4. Semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial (Pasal 6)

5. Penguasaan tanah dan pemilikan tanah yang melampaui dilarang 

(Pasal 7)

6. Yang dapat mempunyai hubungan yang sepenuhnya dengan bumi, air 

dan ruang angkasa hanya warga Negara Indonesia (Pasal 9)

7. Setiap orang atau badan hukum yang mempunyai hak atas tanah 

pertanian diwajibkan mengerjakan atau mengusahakan sendiri secara 

aktif (Pasal 10).12

Negara Republik Indonesia yang  kehidupan  rakyatnya masih bersifat 

agraris,  dimana  perekonomiannya  masih  bertumpu  pada  ekonomi 

pertanian, maka diperlukan aturan-aturan hukum yang mengatur tentang 

                                                          
12  Ibid., hlm. 110-112.
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status kepemilikan tanah. Indonesia memiliki ketentuan khusus yang 

mengatur tentang pertanahan sebagaimana disebutkan dalam Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok-Pokok Agraria 

yang kemudian disebut UUPA. Perlindungan terhadap tanah pertanian 

diatur lebih lanjut dalam UUPA Pasal 7, Pasal 10 Ayat (1),13 dan Pasal 

17.14

Peraturan yang mengatur pemilikan tanah secara absentee adalah 

Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang pelaksanaan 

pembagian tanah pemberian ganti kerugian, Pasal 3 Ayat 1 dan Ayat 3, jo 

PP Nomor 41 Tahun 1964 tentang Perubahan dan Tambahan PP Nomor 

224 Tahun 1961. Dan dasar hukum dari pada larangan kepemilikan tanah 

pertanian secara absentee adalah Pasal 10 Ayat (1) UUPA. 

Berkenaan dengan larangan pemilikan tanah pertanian secara absentee 

(guntai) dalam UUPA, tidak secara khusus ditemukan istilah absentee. 

Akan tetapi, dalam Pasal 10 UUPA, dikatakan bahwa setiap orang dan 

badan hukum yang memiliki suatu hak atas tanah pertanian pada asasnya 

diwajibkan mengerjakan atau mengusahakannya sendiri secara aktif 

dengan mencegah cara-cara pemerasan. Dalam penjelasan umumnya 

                                                          
13 Ayat (1)  Setiap orang dan badan hukum yang mempunyai sesuatu hak atas tanah pertanian 

pada asasnya diwajibkan mengerjakan atau mengusahakannya sendiri secara aktif, dengan mencegah 
cara-cara pemerasan.

14 Pasal 17 Tanah yang merupakan kelebihan batas maksimum diambil oleh pemerintah 
dengan ganti kerugian, selanjutnya dibagikan kepada rakyat yang membutuhkan. Kelebihan luas 
maksimum perlu diatur agar tercapainya pemerataan pemilikan tanah oleh masyarakat.
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dikatakan bahwa, asas ini telah dijadikan dasar perubahan stuktur 

pertanahan hampir diseluruh dunia. Dan untuk memaksakan asas ini perlu 

diwujudkan batas maksimum dan minimum luas tanah pertanian yang 

boleh dimiliki oleh seorang petani agar dapat hidup layak.

2. Teori Negara Kesehjateraan/ Grand Theory

Grand Theory dalam penelitian ini  menggunakan teori  Negara 

Kesejahteraan (Welfare State).15 Menurut konsep Negara Kesejahteraan, 

tujuan negara adalah untuk kesejahteraan umum. Negara dipandang hanya 

merupakan alat untuk mencapai tujuan bersama kemakmuran dan keadilan 

sosial bagi seluruh rakyat negara tersebut.

Tanah sebagai salah satu unsur yang sangat penting dari pada 

kemakmuran rakyat harus dapat memberikan kebahagiaan dan 

kesehjateraan lahir bathin bagi seluruh rakyat Indonesia dalam wadah 

Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan 

Undang-Undang Dasar 1945.

Berdasarkan ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa negara 

menguasai kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, namun 

                                                          
15  Konsep negara kesejahteraan pada dasarnya adalah model ideal pembangunan yang 

menempatkan negara sebagai lembaga yang berperan penting dalam memberikan pelayanan sosial 
secara menyeluruh terhadap warga negara. Lihat Firman Muntaqo,  Win-Win Solution Sebagai Prinsip 
Pemanfaatan Tanah Dalam Investasi Bidang Perkebunan Yang Mensejahterakan Rakyat, (Materi 
Kuliah Mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sriwijaya), hlm. 
45.



15

penguasaan ini dibatasi yaitu harus dipergunakan untuk sebesarnya-

besarnya kemakmuran rakyat.16

3. Teori Keadilan/ Middle Range Theory 

Middle Range Theory dalam penelitian  ini menggunakan Teori 

Keadilan. Teori ini dimaksudkan untuk membahas dan menganalisis guna 

melengkapi kebutuhan pembahasan mengenai dasar kewenangan 

pemerintah dalam menetapkan batas maksimum dan batas minimum 

penguasaan dan pemilikan luas tanah. 

Secara teoritis kepemilikan tanah pertanian secara absentee akan 

membawa akibat negatif kepada produktitas tanah pertanian. Karena 

pemilik tanah yang bersangkutan tidak dapat mengusahakan sendiri tanah 

pertaniannya. Selain itu, juga memberikan kemungkinan bagi orang-orang 

kaya untuk menguasai tanah pertanian yang sangat luas dan 

menjadikannya sarana eksploitasi terhadap masyarakat petani yang 

dianggap miskin dan bodoh. Kelanjutannya pun sudah pasti yakni 

terhimpunnya tanah pertanian dalam kekuasaan  tuan-tuan tanah 

(landlord). Hal ini lah yang dapat menyebabkan terjadinya kesenjangan 

sosial  dibidang penguasaan tanah pertanian. 

Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa bumi, air 

dan segala kekayaan yang tergantung didalamnya adalah dikuasai oleh 

                                                          
16  CST Kansil dan Christine ST. Kansil, Hukum Tata Negara Republik Indonesia, (Jakarta: 

Rineka Cipta, 1997), hlm. 20.
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negara dan diusahakan sebesar-besarnya guna meningkatkan kemakmuran 

masyarakat banyak. Artinya penguasaan tanah pertanian oleh kalangan 

tertentu saja, apalagi bukan oleh petani tidak diperbolehkan. Jadi secara 

konstitusional penguasaan tanah pertanian wajb diatur oleh pemerintah 

negara agar tercipta keadilan sosial. 

4. Teori Kepastian Hukum

Seiring terjadi permasalahan dalam upaya mencapai tujuan kepastian 

hukum dari dilakukannya pelaksanaan larangan kepemilikan tanah 

pertanian secara absentee, karena sekalipun ada larangan kepemilikan 

tersebut masih saja muncul pihak-pihak yang secara material akhirnya bisa 

menguasai tanah pertanian tersebut. Hal ini terjadi karena melanggar asas 

yang ada dalam Pasal 10 UUPA tentang larangan pemilikan tanah 

pertanian secara absentee. Karena asas tersebut membuka kesempatan 

pihak lain untuk memahami esensi yang merupakan ketentuan dari 

absentee.

Timbulnya larangan kepemilikan tanah secara absentee secara filosofis 

merupakan suatu perlindungan hukum terhadap kepentingan para petani 

yang relatif lemah jika berhadapan dengan para pemilik modal yang 

melihat tanah sebagai faktor produksi semata. Perlindungan ini 

diimplementasikan dalam UUPA dan dijadikan salah satu asas dalam 

rangka mengadakan sturkturisasi pemilikan tanah pertanian. 
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Sebagai patokan untuk melakukan perombakan pemilikan tanah telah 

dikeluarkan Undang-Undang Landreform yang menetapkan luas 

maksimum tanah pertanian yang bisa dimiliki seseorang. Patokan ini juga 

berlaku sebagai parameter untuk menentukan luas tanah pertanian yang 

dapat dimiliki secara absentee. Untuk mengendalikan restrukturisasi 

kepemilikan tanah pertanian kepada orang yang memiliki kelebihan tanah 

pertanian dilarang mengalihkannya secara langsung kepada pihak lain 

dengan ancaman pidana.17

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, pemerintah telah mengeluarkan 

peraturan yang berhubungan dengan larangan pemilikan tanah secara 

absentee, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1960 tentang Penetapan Luas 

Tanah Pertanian;

2. Peraraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang 

Pelaksanaan Pembagian Tanah Pemberian Ganti Kerugian yang 

juga dikenal dengan Peraturan Redistribusi (selanjutnya idisebut 

Undang-undang Redistribusi);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1964 tentang Perubahan 

dan Tambahan PP Nomor 224 Tahun 1961 Pelaksanaan 

Pembagian Tanah Pemberian Ganti Kerugian;

                                                          
17  Undang-undang  Nomor 56 Prp 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian Pasal 10 jo 

Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 Pasal 19.
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4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1977 tentang Pemilikan 

Tanah Pertanian secara Absente e (Guntai) Bagi para Pensiun 

Pegawai Negeri. 

5. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan 

Pertanahan Nasional.

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1974 tentang 

Pedoman Tindak lanjut Pelaksanaan land Reform.

5. Teori Hak Menguasai Dari Negara Atas Tanah

Negara kesehjateraan seperti yang dimaksud pada penjelasan diatas 

adalah adanya peran serta yang aktif dari pemerintah dalam kehidupan 

sosial dan kehidupan ekonomi. Salah satu penerapan prinsip tersebut 

adalah adanya peran aktif negara dalam penguasaan atas tanah. Hal 

tersebut merupakan aplikasi dari Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945 

sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 2 Ayat (1) UUPA, yaitu:

“Atas dasar ketentuan dalam Pasal 33 Ayat (3) UUD dan hal-hal 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, bumi, air, dan ruang 
angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu 
pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh Negara, sebagai organisasi 
kekuasaan seluruh rakyat”.18

Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945 merupakan landasan konstitusional bagi 

pembentukan politik dan Hukum Agraria nasional yang berisi perintah 

kepada Negara agar bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di 

dalamnya yang diletakkan dalam penguasaan Negara itu digunakan untuk 
                                                          

18 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria.
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mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran seluruh rakyat Indonesia.19

Penguasaan oleh Negara atas tanah merupakan bentuk dari konsep Negara 

Kesehjateraan (welfare state), dan bukan berarti penguasaan dalam arti 

kekuasaan mutlak yang tidak diperuntukkan untuk kemakmuran rakyat. 

Negara menguasai atas tanah agar digunakan sebagaimana amanatUUD 

1945 untuk mencapai kemakmuran dan kesehjateraan rakyat. 

Menurut aturan Pasal 2 Ayat (1) UUPA di atas, yang menyatakan 

“dikuasai” oleh Negara bukanlah berarti “dimiliki”, akan tetapi adalah 

pengertian yang memberi wewenang kepada Negara sebagai organisasi 

kekuasaan dari Bangsa Indonesia pada tingkatan tertinggi untuk:

a. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukkan, penggunaan, 

persediaan, dan pemeliharaannya.

b. Menentukan dan mengatur hak-hak yang dapat dipunyai atas 

(bagian dari) bumi, air dan ruang angkasa itu.

c. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara 

orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai 

bumi, air, dan ruang angkasa.20

Adapun kekuasaan Negara yang dimaksudkan itu mengenai semua 

bumi, air dan ruang angkasa, baik yang dimiliki oleh seseorang maupun 

                                                          
19 Urip Santoso, Hukum Agraria dan Hak-hak Atas Tanah, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 

50.
20   Sudikno Mertokusumo, Perundang-undangan  Agraria Indonesia, (Yogyakarta: Liberty, 

2009), hlm. 162.
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yang tidak. Kekuaaan Negara mengenai tanah yang sudah dipunyai orang 

dengan sesuatu hak dibatasi oleh isi dari hak tersebut, artinya sampai 

seberapa Negara memberi kekuasaan kepada yang mempunyai untuk 

menggunakan haknya, sampai disitulah kekuasaan Negara tersebut.21

F. Metode Penelitian

Dalam rangka penulisan proposal ini, maka metode penelitian adalah 

sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan proposal ini adalah 

penelitian lapangan (field research), yaitu penelitian yang dilakukan 

secara intensif, terperinci, dan mendalam terhadap obyek yang akan 

diteliti yaitu Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul dan dinas terkait 

dengan melakukan wawancara dan pengkajian dokumen. 

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat kualitatif  karena tidak menggunakan 

mekanisme statistika dalam pengolahan data. Pengolahan data dalam 

penyusunan skripsi ini lebih bersifat deskriptif-analisis. Maksudnya 

penelitian ini merupakan penelitian yang menggambarkan, menelaah, 

menjelaskan dan menganalisis hukum baik dalam bentuk teori maupun 

                                                          
21  Ibid., hlm. 163. 
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praktik pelaksanaan dari hasil penelitian di lapangan,22 yang dalam hal ini 

pelaksanaan larangan kepemilikan tanah pertanian secara absentee di 

Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul. Penelitian ini menggunakan 

pendekatan yuridis-empiris.23

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ialah berupa:

a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari nara sumber, 

yaitu Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul, dan Dinas Pertanian dan 

Kehutanan dengan melalui metode pengumpulan dokumen serta 

wawancara/interview. Data yang menjadi sasaran dari dinas-dinas 

tersebut yaitu data tentang larangan pemilikan tanah pertanian secara 

absentee. 

b. Data Sekunder, yang terdiri dari:

1) Bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan yang 

berkaitan dengan penelitian ini, yaitu: 

a. Undang_undang Dasar 1945

b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar  

Pokok- pokok Agraria. 

c. Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 tentang Penetapan 

Luas Tanah Pertanian, dan Pelaksanaannya.

                                                          
22  Sarjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI Pers, 1999), hlm. 63.
23  Ibid., hlm. 44
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d. Peraturan Pemerintah Nomor 224 tahun 1961 tentang 

Pelaksanaan Pembagian tanah dan Pemberian Ganti Rugi. 

e. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1964 tentang 

Perubahan dan Tambahan Peraturan Pemerintah Nomor 224 

Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan 

Pemberian Ganti Kerugian.

f. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1977 tentang Pemilikan 

Tanah Pertanian Secara Guntai (Absentee) Bagi Para 

Pensiunan Pegawai Negeri.

g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1974 

tentang Pedoman Tindak lanjut Pelaksanaan land Reform.

h. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Kebijakan 

Nasional di Bidang Pertanahan.

i. Peraturan Bupati Bantul Nomor 16 tahun 2005 tentang Jarak 

Pemilikan Tanah Pertanian di Luar Kecamatan yang berbatasan 

di kabupaten Bantul.

j. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan 

Pertanahan Nasional.

2) Bahan   hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan 

penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil-hasil 

penelitian, hasil-hasil penelitian para ahli, hasil karya ilmiah, 
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buku-buku ilmiah, pendapat para pakar hukum yang berkaitan 

dengan permasalahan.  

3) Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberi petunjuk 

atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum 

sekunder yaitu kamus hukum, kamus Indonesia, artikel, surat 

kabar, jurnal ilmiah, internet dan sebagainya. 

4. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan 2 (dua) alat pengumpulan data yaitu:  

a. Studi lapangan (field research), yaitu dilakukan untuk menghimpun

data primer dengan wawancara, dilakukan secara langsung kepada 

nara sumber dengan mempergunakan daftar pertanyaan atau tanya 

jawab sebagai pedoman wawancara dan dilakukan secara bebas dan 

terarah agar mendapatkan informasi yang lebih fokus dengan 

permasalahan yang diteliti. 

b. Studi kepustakaan (library research), yaitu menghimpun data dengan 

melakukan penelahaan bahan kepustakaan atau data sekunder yang 

meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan 

hukum tersier.
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5. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini 

adalah dengan cara:

a. Studi dokumen, yaitu digunakan untuk memperoleh data sekunder 

dengan membaca, mempelajari, meneliti, mengidentifikasi dan 

menganalisa data sekunder yang berkaitan dengan penelitian.

b. Wawancara (Interview), yaitu teknik pengumpulan data melalui proses 

tanya jawab yang dilakukan satu arah.24 Yang dengan demikian 

dilakukan dengan pedoman wawancara yang terstruktur kepada 

informan melalui proses tanya jawab yang telah ditetapkan yang 

terkait dengan larangan kepemilikan tanah pertanian secara absentee. 

Penelitian dilakukan di Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul.

6. Lokasi Penelitian

Untuk kepentingan penelitian ini, penyusun mengambil lokasi 

penelitian di  Kabupaten Bantul. Instansi yang diteliti adalah Kantor 

Pertanahan beserta dinas terkait yaitu Dinas Pertanian dan Kehutanan 

Kabupaten Bantul.

                                                          
24  Hadari Nawawi, Metode Penelitian Bidang Sosial, (Yogyakarta: Gajah Mada University 

Press, 1993), hlm. 100.
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7. Metode Analisis Data

Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa data 

kualitatif, yaitu analisa data yang tidak mempergunakan angka-angka 

tetapi berdasarkan atas peraturan perundang-undangan, dan pandangan-

pandangan informan hingga dapat menjawab permasalahan dari penelitian 

ini, serta sumber informasi yang relevan untuk melengkapi data yang 

penyusun lakukan. Semua data yang diperoleh disusun secara sistematis, 

logis, efektif, diolah dan diteliti serta dievaluasi, sehingga memudahkan 

pemahaman dan interpretasi data.25

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan pada penelitian ini terdiri dari 5 bab, pada 

masing-masing bab terdiri dari sub-sub bab sebagai penjelasan yang lebih 

terperinci dari setiap bab-babnya. 

Bab I, merupakan pendahuluan yang berisikan latar belakang masalah, 

rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka 

teoretik, metode penelitian dan sistematika pembahasan. 

Bab II, berisikan tinjauan umum larangan pemilikan tanah pertanian 

secara absentee. Dalam bab ini terbagi dalam tiga sub bab , sub bab pertama 

menjelaskan tentang tinjauan umum hak milik tanah pada umumnya, sub bab 

                                                          
25  Muhammad Abdulkadir, Hukum dan Penelitian Hukum, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 

2004), hlm. 172.
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BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Pelaksanaan tentang pemilikan tanah pertanian secara absentee di 

Kabupaten Bantul sewaktu UU Nomor 224 Tahun 1961 dikeluarkan banyak 

masyarakat maupun petani yang melaporkan kelebihan batas maksimum atas 

tanah pertaniannya. Menurut salah satu Kepala Seksi Bidang Landrefrom dan 

Konsolidasi Tanah mengenai pelaksanaan larangan pemilikan tanah pertanian 

secara absntee tidak efektif untuk diberlakukan lagi pertama, SK Peraturan 

Bupati Bupati Bantul Nomor 16 tahun 2005 tentang Jarak Pemilikan Tanah 

Pertanian di Luar Kecamatan yang berbatasan di Kabupaten Bantul perlu 

direvisi atau dievaluasi kembali, Kedua, Undang-Undang nya tidak rasional, 

karena hanya wacana dan pembahasan saja yang didiskusikan tetapi tidak 

dilaksanakan harus sesuaikan dengan kedaan. Adapun pelaksanaan tentang 

pemilikan tanah pertanian secara absentee di Kabupaten Bantul, yaitu dengan 

ketentuan jarak maksimal 8 km ketentuan untuk tanah absentee, apabila 

melebihi 8 km maka pelaksanaannya tidak bisa dipenuhi. Prosedur mengenai 

pemilikan tanah absentee di Kabupaten Bantul sama halnya dengan 

pemindahan hak atas tanah pertanian. Menurut Penyusun berdasarkan 

penelitian pada Kantor Pertanahan di Kabupaten Bantul, penerapan 

pelaksanaan mengenai larangan pemilikan tanah pertanian secara absentee
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penerapannya  tidak efektif lagi untuk dilaksanakan. Di karenakan dengan 

berbagai pertimbangan diantaranya, pertama terkait tidak adanya database 

yang ada pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul. Kedua, kurangnya 

sosialisasi atau penyuluhan-penyuluhan dari Kantor Pertanahan Bantul ke 

masyarakat. Ketiga, kurangnya perhatian dari Badan Pertanahan Nasional 

maupun Kantor Pertanahan Nasional kabupaten Bantul atas pemasalahan 

tanah yang timbul di tiap wilayah serta ketidaktahuan para pegawai yang 

bersangkutan tentang kondisi tanah maupun perkembangan tanah pertanian 

absentee di kabupaten Bantul.
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B. SARAN

1. Melihat fakta-fakta yang diperoleh dari penelitian ini maka penyusun 

berharap dan menginginkan agar Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul 

memperhatikan tanah-tanah pertanian yang pemiliknya bertempat tingggal 

diluar wilayah Kecamatan Bantul, melalaui kegiatan-kegiatan rutin 

maupun tahunan dengan bentuk kegiatan seperti sosialisasi maupun 

penyuluhan.

2. Penyusun juga menginginkan agar adanya kerja sama yang baik antara 

Kantor Pertanahan dan Aparat di pedesaan harus ditingkatkan agar tidak 

menimbulkan kesimpangsiuran dan dapat memberi dampak positif 

terhadap para petani dan pembangunan pertanian dan dapat terlaksana 

dengan baik selain itu partisipasi aktif dari petani dan rakyat juga harus di 

tingkatkan. 

3. Perlu adanya pengawasan yang ketat dari Aparat Kantor Pertanahan 

terhadap tanah-tanah yang sudah diredistribusikan ataupun belum dalam 

penguasaan dan pemilikan terhadap tanah-tanah pertanian agar lebih 

ditingkatkan lagi dan sistem informasi pertanahan melalui komputerisasi 

kantor pertanahan segera dilakukan agar untuk mereka yang akan 

mendaftarkan tanahnya dapat diproses dengan cepat dan mudah.  

4. Kantor Pertanahan Kabupaten hendaknya menindaklanjuti sanksi terhadap 

pelanggaran larangan pemilikan tanah absentee diperbaharui dan 

disesuaikan dengan perkembangan kemajuan pembangunan sekarang ini, 
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dan pelaksanaannya agar lebih dipertegas. Oleh karena dari segi materiil, 

keseluruhan peraturan yang mengatur tentang larangan pemilikan tanah 

absentee/guntai adalah produk sekitar tahun 1960-an, sehingga pemikiran-

pemikiran pada saat itu ternyata dalam kenyataannya sudah tidak sesuai 

lagi dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat saat ini.  
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